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not only subject to imprisonment but also other
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problem discussed is: 1) How are criminal sanctions
applied to drug abusers to provide a deterrent effect?
2) What are legal consideration for drugs abuser in
determining criminal Sanction.? The research method
used is the normative juridical method, namely
research that prioritizes library data, namely research
on secondary data. Secondary data can be in the form
of primary, secondary or tertiary legal materials. This
research includes research regarding positive legal
provisions that apply in Indonesia. Based on the
research results, the author concludes that legal
considerations in determining rehabilitation for
victims of narcotics abuse are in accordance with the
provisions of Article 127 paragraph (3) which states
that if a Class I narcotics abuser is proven to be a
victim of narcotics abuse, the abuser is obliged to
undergo  medical  rehabilitation and  social
rehabilitation. In determining that an abuser must
undergo rehabilitation, there must be evidence that
proves that the abuser is a victim and this evidence
can be obtained through an assessment from the
hospital and/or rehabilitation center as well as
information from an expert, namely a doctor who
provides information on the extent of his or her
dependency and the existence of an application.
rehabilitation on the part of the defendant.
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa
peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang
Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU No 35 tahun 2009
(selanjutnya ditulis UU Narkotika) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

Meningkatnya tindak pidana Narkotika pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu :
pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para
pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami
dapat dihilangkan. Kedua, masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap lingkungan
sekitar. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi
terbentuknya mata rantai peredaran narkotika (Hawari,2006). Perkembangan peredaran Narkotika
dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah
merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi
pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa
menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya
penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya
mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang
tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum (Ismansyah,2007).

Penyalahgunaan narkotika sebagian besar terjadi pada anak-anak usia sekolah maupun
remaja, mereka masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka belum stabil. Ini
jugalah yang banyak terjadi di berbagai kota yang sedang berkembang dan yang sedang giat-
giatnya membangun. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di butuhkan peran dari
masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih
kurang, dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda
sebagai generasi penerus bangsa (Makmuri Muchlas,2001).

Berlakunya UU Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah
dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut UU Narkotika dan Lampiran mengenai
jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik
adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan
status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika (I Gusti
Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana,2019). Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna
narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana
narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah
korban (I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana,2019).

Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan
Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan
Narkotika.” Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab
pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan
dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi
terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk
membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan
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masa menjalani hukuman (Syamsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan,2021). Hal ini didukung dengan
adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Restorative Justice bagi korban
penyalahgunaan narkotika.

Adapun identifikasi masalah yang menjadi perhatian penulis berkaitan dengan
penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar memberikan jera dan
pertimbangan hukum dalam menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : Penegakan
Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Menimbulkan Efek Jera Dengan
Sanksi Pidana Dan Atau Rehabilitasi Bagi Korban Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba agar
memberikan efek jera ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba alam
menetapkan sanksi Pidana ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2006). Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang
diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan,
maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata
urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami
objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA AGAR MEMBERIKAN EFEK JERA

1. Sistem Pemidanaan Yang Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Penyalahgunaan
Narkotika

Pada mulanya, sistem pemidanaan di Indonesia diatur oleh KUHP sebagai aturan dasar
hukum pidana (lex generalis), yang dijadikan induk bagi pembaharuan dan perkembangan
hukum pidana khusus di luar KUHP (lex specialis), maka atas hal ini berlaku asas hukum Jex
specialis derogate legi generalis (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan
hukum yang umum). Penggunaan asas hukum lex specialis derogat legi generalis ini diatur
pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang dinyatakan: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu
aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang
khusus itulah yang diterapkan”.

Sistem pemidanaan hukum pidana khusus (narkotika) ditentukan pada Bab XV tentang
Ketentuan Pidana (Pasal 111-Pasal 148) UU Narkotika, dimana pada ketentuan-ketentuan itu
memuat ketiga subsistem berupa jenis sanksi pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana
(strafmaat), dan pelaksanaan pidana(strafmodus) yang berbeda-beda antara satu pasal
dengan pasal lainnya (bergantung pada rumusan delik).
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Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi atas tindak
pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku (Putri Hikmawati,2016), maka
penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana narkotika sebaiknya memberikan efek jera bagi
Terpidana sebagai wujud pembalasan dan upaya preventif di sisi lainnya. Kombinasi
penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi
Penyalah Guna Narkotika berorientasi terhadap upaya pembalasan sekaligus perlindungan
kepentingan pelaku melalui upaya pemulihan diri menuju resosialisasi di tengah Masyarakat
(Dafit Supriyanto Daris Warsito,2018), sebagaimana hal ini menjadi tujuan utama
diterapkannya sistem pemidanaan model double track system pada hukum pidana khusus
(narkotika).
2. Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Penjatuhan
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penegakan hukum, hal ini terjadi
manakala pada peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab permasalahan hukum
yang terjadi, atau dengan kata lain hukum tertulis belum mengakomodir secara sempurna
segala hal terkait dengan kebutuhan hukum Masyarakat (Isharyanto,2017). Begitu pun tolak
ukur konsep keadilan yang dirasa sulit sekali ditemukan dalam suatu putusan hakim (Fence M.
Wantu,2007). Secara umum, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan
memberikan kepada siapa apa yang menjadi haknya, yang dalam penegakan hukum dimaknai
sebagai persamaan semua orang di hadapan hukum (equality before the law). Menurut John
Rawls, asas keadilan menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu (John Rawls,2019):

a. Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas,
seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;

b. Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a)
dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan
terbuka bagi semua orang.

Dari kedua hal di atas, asas keadilan pada angka 1 merupakan jenis keadilan distributif,
yang mensyaratkan kebebasan dasar (Hak Asasi Manusia) harus diberikan secara sama kepada
semua orang (Ferry Irawan Febriansyah,2017). Apabila dilihat lebih lanjut, terhadap ciri-ciri
keadilan distributif ini sesuai dengan keadilan berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab, maka inti dari asas keadilan ini adalah memanusiakan
manusia secara adil dan beradab sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap
manusia.'® Berdasarkan UU Narkotika, penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkotika mencerminkan penggunaan asas
individualistis pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana yang mempertimbangkan sifat-sifat dan
keadaan-keadaan pelaku tindak pidana.'

Selain itu, dengan diterapkannya penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial) juga menunjukkan terjadinya perkembangan hukum (nasional) modern
dalam pengaturan tindak pidana khusus (narkotika), dengan menggunakan metode pendekatan
mono-dualistik, yaitu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan individu pelaku Penyalah Guna Narkotika.

Asas kemanfaatan menjadi salah satu asas hukum yang berorientasi terhadap tujuan
pemidanaan, yaitu mengukur kedayagunaan dan kehasilgunaan (doelmatigheid) hukum, baik
dari segi pembentukkan, penegakkan, hingga pengaplikasian atau pelaksanaan hukum,
dengan begitu putusan hakim yang memenuhi asas kemanfaatan adalah dilihat dari apakah
putusan hakim itu membawa manfaat atau kegunaan bagi seluruh pihak (hasil akhir).
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Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memuat rumusan delik
(ancaman pidana) yang sempurna, dimana pada rumusan pasalnya tidak menyebutkan batasan
sanksi pidana penjara minimum (khusus), dan pada rumusan pasalnya hanya menyebutkan
batasan sanksi pidana penjara maksimum (khusus), yaitu paling lama 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya, mengenai ketentuan batasan sanksi pidana penjara minimum (umum) dan
batasan sanksi pidana penjara maksimum (umum) telah diatur pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP,
“pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun
berturut-turut.” Hal yang perlu digaris bawahi adalah mengenai beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam menerapkan asas hukum lex spesialis derogat legi generalis, yaitu (hukum
pidana narkotika):

a. Ketentuan-ketentuan yang termuat padam aturan hukum umum (KUHP) tetap berlaku,
kecuali apabila telah diatur pada aturan khusus (UU Narkotika);

b. Ketentuan-ketentuan (lex spesialis) harus diletakkan sejajar dan sederajat dengan ketentuan-
ketentuan (lex generalis);

c. Ketentuan-ketentuan (lex spesialis) harus berada dalam lingkungan hukum yang sama,
misalnya: KUHP dan UU Narkotika (yang keduanya berada pada satu lingkungan hukum
pidana).

Tidak ditentukannya batas sanksi pidana penjara minimum (khusus) pada ketentuan Pasal
127 Ayat (1) UU Narkotika justru menimbulkan jauhnya penerapan efek jera dalam penjatuhan
sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap hal ini menimbulkan tercederainya,
atau bahkan tidak terpenuhinya asas kemanfaatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana narkotika (khususnya kasus residivis).

3. Penerapan Pidana Denda Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segikeuntungan dan rasa keadilan

sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:

a. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang
dengan jenis hukuman lainnya.

b. Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah
tidak banyak megeluarkan biaya, bila tanpa disertaidengan kerugian subsider

c. Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau
kehormatan seperti yang dialami terpidana

d. Pidana denda akan membuat lega dunia prikemanusiaan

e. Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota (Sutherland & Cressey,2004).

Berdasarkan besarnya perbedaan ancaman pidana denda, maka untuk perkara narkotika
terdapat 3 pasal dalam undang-undang narkotika yang dilanggar, yaitu 13 perkara melanggar
pasal 111 dengan ancaman denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan
maksimal 8.000.000.000,- (delapan milyard rupiah), 9 Perkara melanggar pasal 114 ayat
ancama denda minimal 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan 10 perkara melanggar pasal 112 Undang-undang
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Penjatuhan pidana denda oleh hakim sebagaimana kasus di atas termasuk sangat ringan
apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang
Narkotika, bahkan ada 2 perkara yang dijatuhkan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah). Sementara jika merujuk pada Undang-Undang narkotika hukumannya harus
ditambah sepertiganya dari jumlah pidana minimum denda yang diancamkan terhadap pasal
yang di langgar jika pelaku membawa narkotika golongan satu diatas lima kilogram.
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Jauhnya perbedaan antara ancaman maksimum dan penerapan denda serta adanya
perkara yang tidak dijatuhi pidana denda minimum padahal dalam peraturannya diancam pidana
denda minimum, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan pidana denda diwilayah hukum
penelitian masih belum berjalan efektif. Ini dapat terjadi karena pada kenyataannya pelaku
tindak pidana narkotika yang dibawa ke pengadilan mayoritas adalah kalangan ekonomi lemabh.
Hal ini memperkuat pendapat bahwa penerapan pidana denda berkaitan erat dengan kondisi
ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi dirasakan sebagai aspek yang menimbulkan dilema bagi para hakim.
Disatu sisi merujuk pada undang-undang narkotika, maka denda haruslah dijatuhkan secara
berat. Akan ettapi melihat kemampuan ekonomi pelaku kejahatan tersebut yang dirasa tidak
mampu membayar maka hakim memutuskan perkara denda denga ringan. Hal ini juga
menimbulkan dilema tersendiri jika merujuk pada tujuan pemberian hukuman bagi pelaku
kejahatan yaitu mewujudkan rasa keadilan, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat pada
umumnya, meskipun penjatuhan pidana haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan
legalitas, efektifitas dan kegunaannya. Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan tugas dari
sistem peradilan pidana yang meliputi (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b)
menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah
ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan
kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Reksodiputro, Nardjonop,2004).

Para hakim juga setuju bahwa kondisi ekonomi pelaku kejahatan menjadi pertimbangan
dalam menentukan jumlah denda yang dijatuhkan. Apabila kondisi yang dijatuhkan ringan,
disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Sebagian hakim berpendapat bahwa peran pelaku
kejahatan, (seperti sebagai pengedar, pengencer, atau anggota sindikat internasional) dalam
melakukan tindak pidana menjadi hal signifikan dalam pertimbangan hakim. Faktor residivis
juga menjadi bahan pertimbangan lain. Semua hakim menyatakan bahwa apabila pelaku
kejahatan seorang residivis menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan denda lebih tinggi.
Soal siapa yang menikmati hasil kejahatan, sebagian kecil hakim (2 dari 8) menyatakan bahwa
penikmatan hasil kejahatan menjadi hasil pertimbangan dalam memutuskan denda yang
dijatuhkan. Selain itu, sebagian hakim (3 dari 8) menyatakan bahwa apabila masyarakat
memandang perbuatan pelaku kejahatan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat maka
akan menjatuhkan pertimbangan denda. Sebagian lain pula menyatakan bahwa jumlah tuntutan
jaksa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana denda.

Para hakim juga mengakui bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan rasa
keadilan masyarakat mempengaruhi keputusan hakim. Hal ini diakui sebagai kendala utama
para hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Kondisi ekonomi masyarakatyang rendah
memang sangat mempengaruhi pembayaran pidana denda. Pada Undang-Undang Narkotika
memang telah mengatur ancaman pidana denda, bahkan dengan ancaman yang cukup tinggi,
akan tetapi ketika hakim merasa dan dasar pertimbnagna ekonomi bahwa terpidana tidak bisa
membayar denda tersebut, maka denda atasnya dijatuhkan lebih ringan. Sehingga untuk
penanggulangan kejahatan narkotika mengingat pelaku yang diajukan ke pengadilan
kebanyakan ekonomi lemah, maka pidana penjara masih merupakan sanksi pidana yang utama,
sedangkan pidana denda hanya merupakan pidana aksesoris saja.Selain itu, kendala lain yang
dirasakan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda yaitu undang-undang tidak mengatur
ancaman pidana denda

Ringannya kurungan pengganti yang dianggap sebagai permasalahan penerapan pidana
denda, didasari pada pemikiran bahwa efektifitas penerapan pidana denda dinilai dari
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dijatuhkannya pidana denda tersebut dan dibayar oleh terpidana. Jika pidana denda tersebut
telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan terpidana tidak membayar denda tersebut maka
penerapan pidana denda tersebut tidak efektif. Denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak
dibayarkan oleh terpidana selain karena terpidana tidak mampu untuk membayar, juga karena
kurungan pengganti denda tersebut cukup ringan, sehingga akhirnya terpidana lebih memilih
menjalani kurungan pengganti daripada harus membayar denda. Arwana, S.H menyatakan
bahwa “Hal ini berkaitan dengan prinsip ekonomi saja, apakah selama 1-4 bulan kurungan
pelaku di luar lembaga permasyarakatan mampu menghasilkan uang sebesar denda tersebut jika
tidak, lebih baik ia memasang badan menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda”.

Ringannya kurungan pengganti sebagai kendala dalam penerapan pidana denda juga
cukup beralasan. Ancaman pidana denda yang cukup tinggi pada undang-undang narkotika
tidak disertai dengan pengaturan mengenai kurungan pengganti, sehingga untuk ketentuan
kurungan pengganti mengikuti sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 30 ayat
(1) yang menyatakan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Undang- undang
yang tidak mengatur mengenai ancaman pidana denda juga membuat hakim menemukan
kendala untuk menerapkan pidana denda. Para hakim menyatakan bahwa untuk perkara-perkara
tertentu, misalnya pada perkara yang diakibatkan oleh kealapaan menyebabkan orang mati
(Pasal 359 KUHP), luka atau timbul penyakit (Pasal 360 KUHP). Untuk orang tertentu
sebenarnya tidak dapat dijatuhi pidana penjara, karena akan dirasa terlalu berat dan tidak
memenuhi tujuan pemidanaan. Untuk kasus tersebut sebenarnya paling tepat adalah penjatuhan
pidana denda, akan tetapi oleh karena tidak ada diatur ancaman pidana denda, maka pidana
denda tidak dapat diterapkan.

Dalam mengantisipasi pidana denda pada kasus narkotika, terdapat beberapa hal yang
menjadi perhatian, diantaranya adalah peningkatan professionalisme aparat penegak hukum,
peraturan pelaksanaan yang jelas dan lengkap, penyitaan harta kekayaan pelaku kejahatan,
pendidikan pengetahuan hukum pada masyarakat, penambahan lamanya kurungan pengganti
denda, jumlah ancaman denda yang ringan. Semua hakim dalam persoalan ini menyatakan
bahwa peningkatan professionalisme aparat penegak hukum sangat penting sebagai salah satu
cara mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda.

Peraturan perundang-undangan adalah statis dan masyarakat adalah dinamis, sehingga
seorang aparat penegak hukum harus professional untuk mempersatukan peraturan dan kondisi
masyarakat sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan memiliki kepastian
hukum.

Upaya peningkatan profesionalisme penegak hukum (hakim) dapat dilakukan dengan
pendidikan baik formil maupun non formil. Pendidikan formil antara lain adalah memberikan
kesempatan kepada hakim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya
program magister atau program doktor. Sedangkan pendidikan nonformil dapat dilakukan
pelatihan seminar mengenai pidana denda juga pelatihan terpadu hakim mengenai pidana
sehingga memiliki kesamaan persepsi terhadap pidana denda.

Oleh karena itu, melihat perkembanagan tersebut maka peraturan pelaksanaan mengenai
penerapan pidana denda perlu pula di perbaharui. Aspek masyarakat juga mempengaruhi
efektifitas penerapan pidana denda.Oleh karena itu,untuk mengantisipasi permasalahan
penerapan pidana denda maka aspek msayarakat perlu juga diperhatikan. Pengetahuan dan
pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana
denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan
pemidanaan pidana denda bukan dijatuhkan bukan untuk mengutungkan orang yang memiliki
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kekayaan, tetapi memang pidana denda dijatuhkan karena dianggap dengan pidana denda
pelaku kejahatan telah memperoleh sanksi atas tindak pidana yanag ia lakukan, dana denda
tersebut juga memeberi efek jera kepada yag bersangkutan.

Di dalam KUHP yang baru dalam merumuskan ancaman pidana denda secara tunggal
dan alternatif. Rumusan secara tunggal dengan hanya mengancamkan pidana denda dan
perumusan alternatif dengan mengancamkan pidana penjara atau denda. Sebagian besar
ancaman pidana denda dalam rancangan KUHP dirumusakan secara alternatif antara
pidana penjara dan denda.

B. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN SANKSIPIDANA
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

1. Landasan Yuridis Penjatuhan Putusan Sanksi Pidana atau Rehabilitasi Bagi
Penyalahguna Atau Pecandu Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan seorang
pecandu dapat direhabilitasi (Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika) atau menjalani sanksi atau hukuman sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni:

a. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun;

b. Penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun.( Ida Hanifah & Ismail Koto,2021)

Selanjutnya, dengan keluarnya aturan rehabilitasi terhadap narkotika yang tercantum
pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dibentuk juga aturan pelaksana
untuk rehabilitasi narkotika, yaitu SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik
Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014,
Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor:
PERBER/O1/11I/2014/BNN  Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Lahirnya aturan pelaksana narkotika secara khusus mengenai Sanksi Pidana disebabkan
jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika yang begitu mendominasi di Indonesia.

Seharusnya jika dipahami tanpa perlu adanya aturan pelaksana yang bersifat SEMA atau
peraturan bersama antara beberapa instansi terkait rehabilitasi harus bisa dimaksimalkan
dengan merubah kata “dapat” menjadi “wajib” pada 103 ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan keberadaan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika cenderung diberikan sebagai bentuk pengulangan dari pihak
pecandu narkotika dengan tetap menambahkan sanksi tegas pidana didalamnya. Aturan
pelaksanan Sanksi tegas atau pidana di atas dianggap sebagai pengedepanan nilai edukasi
hukum ke masyarakat dan karena upaya penegakan sanksi hukum pidana belum optimal
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disebabkan oleh belum terdapat keterpaduan antara para penegak hukum (Supriyadi Widodo
Eddyono, dkk,2016).

Artinya, ketika hakim ingin memutus rehabilitasi seorang korban penyalahguna
narkotika saat seseorang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika maka harus dilihat terlebih dahulu pecandu narkotika baik yang cukup
umur atau yang sudah cukup umur melaporkan ke pusat kesehatan sehingga layak dikatakan
untuk dijatuhi putusan rehabilitasi (Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika). Selanjutnya, jika Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
tidak terpenuhi maka harus dilihat seseorang termasuk pecandu atau korban penyalahguna
narkotika (Pasal 54 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) walaupun tidak
ada parameter yang jelas penilaian terhadap pecandu atau korban penyalahguna.

Dengan demikian, jika hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan rehabilitas
mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ditambah 2 (dua) alat bukti maka selain mengacu kepada pasal 55 dan 54 Undang-Undang No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka yang dapat dijadikan acuan untuk mendukung
perimbangan ialah SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan
Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.!

Selanjutnya, jika secara seksama masing-masing pihak (penegak hukum) mematuhi
secara patuh SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan Dan Pencandu
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah
Agung Republik indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/II1/2014, Nomor: 03 Tahun 2014,
Nomor: 11/Tahun 2014,

Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014,
Nomor: PERBER/O1/11I/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan pelaku
Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Sanksi Pidana atau Rehabilitasi.

Proses Sanksi pidana akan cepat dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan sehingga
pada saat putusan dengan melewati proses demikian penjatuhan putusan Sanksi pidana untuk
pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Seharusnya, agar proses sanksi pidana dapat
berjalan maksimal (penegak hukum secara tegas mau melaksanakannya) harus tercantum
dalam aturan tersebut bunyi atau klausul pasal yang tegas baik teknis dalam bentuk umum dan
sanksi jika pihak terkait tidak melaksanakannya. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan
hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis
termasuk putusan pengadilan. Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
sebagai aturan pokok yang Mengatur tegas tentang sanksi pidana dan rehabilitasi seharusnya
terlebih dahulu dilakukan perbaikan karena tidak tegas pengaturan rehabilitasi.

Terlebih terjadi pertentangan didalam pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dimana Pasal 4 huruf d mengamanatkan rehabilitas dijamin pengaturannya
didalam undang-undang ini namun sebaliknya yang terjadi pengaturan rehabilitasi menjadi tidak
tegas boleh atau dapat terjadi dan tidak terjadi. Dengan demikian, memang layak pasal 103 ayat

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dirubah sehingga
lebih tegas baru aturan pelaksana dapat secara tegas dilaksanakan dan sanksi pidana dapat tegas
di laksanakan.

Ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang
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menentukan seseorang dapay sanksi tegas pidana atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam

Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika. Demikian halnya dengan penyalah guna

narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan

apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal

127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika (Pudji,2010).

Disamping itu, residivis narkotika juga dapat dikenakan asesmen. Hal itu disebabkan
karena keberadaan tim asesmen untuk mengukur keterlibatan seseorang dalam narkotika
sebagai yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
(Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau
Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga
Rehabilitasi. Akan tetapi, jika merujuk kembali kepada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika maka penjatuhan putusan rehabilitasi sangat sulit diberikan. Hal itu
disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban
penyalahgunaan narkotika akibatnya terjadi kesulitan melakukan pengklasifikasian
seseorang pelaku tindak pidana narkotika itu masuk kepada jenis penyalahgunaan
narkotika yang mana sehingga rehabilitasi sulit untuk dilaksanakan.

b. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya
menjamin rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika sedangkan
pada Pasal 54 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa
pecandu narkotika dan Pelaku penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis
dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi
seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika dimana
pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu
narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan istilah
yang digunakan adalah pecandu narkotika.>*

Keberadaan SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai dasar untuk penguatan pengenaan
rehabilitasi terhadap seseorang yang ditangkap sedang melakukan penyalahgunaan narkotika
walaupun ia sedang masa rehabilitasi seringkali tidak digunakan justru yang terjadi seringkali
penangkapan terhadap pengguna narkotika kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh
penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga
rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.
Penerapan rehabilitasi kepada pecandu narkotika yang didasarkan Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 pada hakikatnya memenuhi
tujuan pemidanaan berupa teori gabungan. Hal itu disebabkan karena untuk menciptakan
ketertiban, memberikan rasa keadilan serta mengatur hubungan baik antar individu dalam
masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tentram, tertib dan damai dimana rehabilitasi tidak
hanya berupa sanksi yang diberikan kepada pecandu akan tetapi juga pemulihan kepada kondisi
semula.

2. Pengaturan Konsep Rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika di Indonesia

Konsep Rehabilitasi berdasarkan Undang-undang Narkotika Berdasarkan
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Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan
kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Perbaikan anggota
tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit,
korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di
masyarakat. Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi
(perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling
memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.
Rehabilitasi adalah restorasi (pemulihan) pada normalitas dan moralitas, atau
pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah
menderita penyakit mental (Kamea, Henny C, 2018).
Menurut Undang-undang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :
a. Rehabilitasi Medis (Medical Rehabilitation)

Rehabilitasi medis menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan narkotika. M. Min memberikan pengertian
rehabilitasi medis bahwa rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu
kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari
pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), kehilangan
fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot tulang (musculos
keletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial
dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut Undang-undang Narkotika adalah suatu
proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,
agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan masyarakat.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur di dalam
Undang-Undang No 35 Tahun 2009, disebutkan pada Pasal 54 Pecandu
Narkotika dan Korban Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Perturan Kepala Badan Narkotika
Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka
dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika
ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika
dan Korban penyalahguna Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum
sebagai Tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang
sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di
pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga
rehabilitasi.’’

3. Konsep Rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 dan SEMA
Nomor 04 Tahun 2010
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut
SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun
2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan
Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).
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Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan  melakukan
perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun
2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian
besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai
atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka
sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya
pemenjaraanbukanlah langkah yang tepat.

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010
diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika,
yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu
narkotika dapat (1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan nmenjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; dan (ii) menetapkan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan
melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika.

Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut
dilampirkan dalam berkas perkara. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 membuka ruang
yang lebih leluasa dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.
Tidak hanya setelah proses pemeriksaan sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan,
namun dimulai dari tahapan penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh
SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan
apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial
selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan
pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

KESIMPULAN

a. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar
memberikan efek jera, agar dikenakan sanksi pidana sedangkan bagi pecandu dan
korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009
akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi
tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman mengingat
begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah satu
pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama
pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, adalah nilai
generasi muda penerus bangsa yang terancam oleh narkotika. Pidana tidak hanya
ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga mbertujuan
untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika ;

b. Pertimbangan hukum dalam menetapkan rehabilitasi terhadap korban
penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) yang
menyatakan apabila pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I terbukti sebagai
korban penyalahgunaan Narkotika maka Penyalahguna tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam menentukan penyalahguna wajib
menjalani rehabilitasi harus ada bukti yang membuktikan bahwa penyalahguna
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tersebut adalah korban dan bukti-bukti tersebut dapat diperoleh dengan adanya
assessment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan
dari ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar

ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.
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